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DUGAAN KORUPSI RP 12,5 MILIAR DI KOPERASI PNS NUNUKAN 

 
Sumber: https://bit.ly/DugaanKorupsiKoperasiPnsNunukan 

 

NUNUKAN – Dugaan korupsi di Koperasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Nunukan 

‘Sejahtera’ dengan asumsi kerugian negara1) sebesar Rp12,5 miliar kini telah masuk tahap 

penyidikan2). Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Kepolisian Resor (Polres) 

Nunukan, Iptu Agustian Sura Pratama, mengungkapkan bahwa penyidik telah memeriksa 

puluhan saksi3), baik dari kalangan sipil maupun aparatur sipil negara (ASN/PNS)4). 

“Kita sudah gelar perkara di Kepolisian Daerah (Polda) untuk penyidikan. Jumlah saksi 

yang sudah diperiksa berapa orang, nanti kita infokan lagi. Yang jelas puluhan,” ujar Agustian 

saat dihubungi, Kamis (6/2/2025). Saat ini, penyidik belum menetapkan tersangka dalam kasus 

 
1 Berdasarkan Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kerugian 

Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai 

akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai 
2 Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-

undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak 

pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP). 
3  Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan 

peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 

angka 26 KUHAP). 
4 Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara) 

https://bit.ly/DugaanKorupsiKoperasiPnsNunukan
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/undangundang-nomor-8-tahun-1981/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP
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ini. Agustian juga belum merinci jumlah saksi yang berasal dari ASN maupun dari kalangan 

sipil. 

“Kasusnya masih penyidikan. Semua yang diperiksa statusnya saksi. Untuk penetapan 

tersangka, saat ini kami masih gelar perkara juga di Polda Kalimantan Utara (Kaltara). Nanti 

pasti kita umumkan kalau sudah ada penetapan tersangka,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa 

penyidik masih akan memanggil saksi tambahan guna melengkapi bukti-bukti yang diperlukan. 

“Saat ini, penyidik juga masih akan memanggil sejumlah saksi lain, untuk melengkapi 

keterangan dan bukti-bukti,” tegasnya. 

Dugaan korupsi di Koperasi PNS Nunukan ‘Sejahtera’ pertama kali mencuat dari laporan 

penyalahgunaan dana simpan pinjam yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan pegawai. 

Kapolres Nunukan, AKBP Bonifasius Rumbewas, menjelaskan bahwa korupsi ini sudah terjadi 

sejak 2005, sehingga penyidik membutuhkan pemeriksaan mendalam untuk mengumpulkan 

bukti. “Kita belum bisa buka siapa-siapa mereka, nanti nama-namanya akan segera kita 

umumkan, karena kasus ini menjadi produk Polres Nunukan Tahun 2025,” kata Boni. 

Dari penelusuran di lapangan, diketahui bahwa Koperasi Pegawai Negeri ‘Sejahtera’ 

berlokasi di Jalan RA Kartini, RT 07 Nunukan Tengah, dan didirikan berdasarkan akta 

pendirian Nomor 180/BH/KDK.17.3/I/2001. Koperasi ini awalnya bertujuan untuk 

memudahkan PNS dalam urusan simpan pinjam, namun seiring waktu, koperasi memperluas 

bisnisnya dengan mendapatkan pinjaman modal dari bank untuk usaha kredit kendaraan 

bermotor serta pembiayaan cicilan rumah. Namun, dalam perjalanannya, diduga terjadi 

penyelewengan dana yang berasal dari anggota koperasi, dengan total kerugian mencapai 

Rp12,5 miliar. 

“Jadi terjadi dugaan penyelewengan dalam penggunaan uang yang masuk dari para PNS 

Nunukan saat itu, dengan asumsi jumlah uang yang digelapkan atau diselewengkan sebesar 

Rp12,5 miliar,” ujar Boni. Saat ini, polisi terus melakukan penyidikan mendalam untuk 

mengungkap pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini. 

 

Sumber berita: 

1. https://kraya.id/dugaan-korupsi-rp-125-miliar-di-koperasi-pns-nunukan.html, Dugaan 

Korupsi Rp 12,5 Miliar Di Koperasi Pns Nunukan, 07/02/2025. 

2. https://regional.kompas.com/read/2024/12/31/125034878/dana-koperasi-pns-nunukan-

diduga-digelapkan-rp-125-miliar, Dana Koperasi PNS Nunukan Diduga Digelapkan Rp 12,5 

Miliar, 31/01/2025. 

 

 

 

https://regional.kompas.com/read/2024/12/31/125034878/dana-koperasi-pns-nunukan-diduga-digelapkan-rp-125-miliar
https://regional.kompas.com/read/2024/12/31/125034878/dana-koperasi-pns-nunukan-diduga-digelapkan-rp-125-miliar
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Catatan: 

• Penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, merupakan serangkaian 

tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat 

mengungkapkan tindak pidana dan menemukan tersangka. Penyelidikan, yang diatur dalam 

Pasal 1 angka 4 KUHAP, merupakan tugas pejabat polisi yang diberi wewenang oleh 

undang-undang untuk melakukan pemeriksaan awal. Dasar pelaksanaan penyidikan 

tercantum dalam Pasal 4 Perkap 14/2012, antara lain melalui laporan polisi, surat perintah 

tugas, laporan hasil penyelidikan, surat perintah penyidikan, dan Surat Pemberitahuan 

Dimulainya Penyidikan (SPDP). Bukti permulaan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 

angka 21 Perkap 14/2012, terdiri dari laporan polisi dan satu alat bukti sah yang cukup untuk 

menduga adanya tindak pidana sebagai dasar penangkapan. Pasal 184 KUHAP mengatur 

jenis alat bukti yang sah, antara lain keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan 

terdakwa. Berdasarkan ketentuan tersebut, polisi dapat menindaklanjuti laporan yang 

diterima dengan mengumpulkan bukti permulaan, termasuk keterangan saksi korban. 

• Berdasarkan Pasal 1 ayat 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, 

kerugian negara/daerah merupakan kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang 

jumlahnya nyata dan pasti akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. 

Kerugian ini hanya dapat dinyatakan setelah memenuhi unsur-unsur yang diatur, termasuk 

pelaku yang bertanggung jawab, seperti bendahara atau pejabat lainnya yang melakukan 

tindakan melawan hukum. Dalam konteks tindak pidana korupsi, yang diatur oleh UU 

Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001, kerugian negara tidak hanya 

terbatas pada yang nyata dan pasti, tetapi juga yang berpotensi timbul di masa depan. 

Penyelesaian kerugian negara dilaksanakan berdasarkan ada atau tidaknya unsur pidana, 

dengan pengenaan ganti kerugian negara/daerah ditetapkan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) untuk bendahara, dan oleh pejabat terkait untuk pegawai negeri non-

bendahara. BPK berperan penting dalam menentukan besaran kerugian negara, termasuk 

yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi, yang melibatkan penyampaian hasil 

pemeriksaan kepada aparat penegak hukum jika ditemukan unsur pidana. Sesuai dengan 

Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 6 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006, BPK bertugas 

memeriksa pengelolaan keuangan negara oleh berbagai instansi dan berwenang menetapkan 

jumlah kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum, memastikan akuntabilitas dan 

transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. 


